SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

. A,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 53
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota Makassar tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota  Makassar  tentang  Penghapusan  Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 });

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang: ; Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawest Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
193);

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114);



27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016

tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar besarnya kemakmuran rakyat;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, di
kuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-
rata yang dipercleh dari transaksi jual beli yag terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Surat Pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib
pajak.
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11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

(3)

. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekelirtan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pokok Pajak Bumi dan Bangunan adalah besarnya jumlah ketetapan pajak
bumi dan bangunan yang terhutang dalam satu tahun pajak.

Sanksi administrasi adalah Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak.

Piutang Pajak adalah pokok pajak bumi dan bangunan yang belum
terbayar

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Penghapusan Sanksi Administrasi
Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 2
Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat pajak bumi

dan bangunan terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat
di bayar.

Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk piutang PBB sampai
dengan tahun 2017

Pemberian penghapusan sanksi administrasi diberikan secara otomatis
melalui sistern Pajak bumi dan Bangunan sesuai dengan waktu yang
ditentukan tanpa melalui permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pemberlakuan

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berlaku sejak 1
Desember sampai dengan tanggal 30 Januari 2019

BAB 111
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan melalui
pejabat yang ditunjuk yaitu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar

Pasal 5

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui UPTD PBB,
melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Menginventarisasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan
tahun 2017 yang dituangkan dalam berita acara penyerahan piutang.
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b. Melaksanakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) (2) dan ayat
(3). sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

c. Melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak

d. Melaporkan Hasil Rekonsiliasi Piutang Pajak kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Pasal 6

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan
yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 dan 3 pada Bank atau tempat pembayaran yang sudah di
tunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi
administrasi berdasarkan Peaturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan
permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan
angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tidak dapat lagi diberikan penghapusan
sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan
Walikota ini atau ketentuan lain yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Makassar ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2018

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD

‘'MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

A. NAISYAH T AZIKIN
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 54



